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ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf a 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan 

Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon 

perseorangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan 

bahwa Keputusan tersebut di dasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam 

daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan 

ketentuan daerah Provinsi yang seluruh wilayah daerah Kabupaten/Kota nya belum 

Menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil 

Walikota, dan Kabupaten/Kota yang Provinsinya tidak menyelenggarakan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan 

dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum presiden dan 

wakil presiden; 

 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);  

Undang-undang Nomor 1  Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, 

dan walikota menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) 

sebagimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1  Tahun 2015 

tentang   Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 



tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil 

gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/ 

2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam negeri dan luar negeri hasil 

perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 

988/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang perubahan atas  rekapitulasi Daftar Pemilih 

Tetap dalam negeri dan luar negeri hasil perbaikan ketiga tingkat nasional pemilihan 

umum tahun 2019. 

 

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 59/Hk.03.1-

Kpt/3604/KPU-Kab/X/2019  diatur tentang : Penetapan Jumlah Minimum Syarat 

Dukungan Dan Sebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020. 

 

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan   

  tanggal 26 Oktober 2019. 

 


